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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara Cerai Gugat antara :

NIRWANA SARI BINTI BADARUDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Wiraswasata, tempat kediaman di  Kumbung

Barat,  Desa  Kumbang,  Kecamatan  Masbagik,  Kabupaten

Lombok Timur, NTB, sebagai Penggugat;

melawan

SUPARDI BIN H. LUKMAN HADI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Wiraswasata,  tempat  kediaman  di  Kabar,

Desa  Kabar,  Kecamatan  Sakra,  Kabupaten  Lombok  Timur,

NTB, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK  PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor  :  1564/Pdt.G/2019/PA.Sel  telah  mengajukan  perkara  Cerai  Gugat

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Sel
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan  menurut  syari'at  agama  islam  pada  Tahun  2012  di  Kabar,

Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB. wilayah

hukum  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sakra,  Kabupaten  Lombok

Timur,  akan  tetapi  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan

Agama setempat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;  

2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Penggugat  berstatus

Perawan  dan  Tergugat  berstatus  Duda,  bahwa  pada  saat  pernikahan

tersebut  dilangsungkan  wali  nikah  adalah  bapak  kandung  penggugat

sendiri  yakni   BADARUDIN dengan dihadiri  saksi  nikah masing-masing

bernama HAERUDIN (Kadus Kumbung Barat)  dan MURSIDIN, dengan

mas  kawin  berupa  uang  RP.  200.000  (dua  ratus  ribu  rupiah)  dan

seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;  

3. Bahwa  pada  saat  dilaksanakan  akad  nikah  tersebut  Penggugat

berstatus  Perawan  dan  Tergugat  berstatus  duda,  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  tidak  ada  hubungan  saudara,  sesusuan  ataupun

semenda serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan

hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4. Bahwa  sejak  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  sampai  dengan

sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat

pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dan  selama  itu  pula

penggugat dan tergugat tidak pernah murtad;  

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Sel
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5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil

tempat  tinggal  di  Kabar,  dimana  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

dalam membina rumah tangga sebagai suami istri;  

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan Akta

Nikah, karena pernikahan tersebut ternyata tidak pernah di daftarkan di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, yang menjadi  wilayah hukum

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sakra,  Kabupaten  Lombok  Timur,

sementara saat ini penggugat sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut

untuk sebagai dasar hukum dalam proses perceraian antara Penggugat

dan Tergugat di Pengadilan Agama Selong, sehingga pernikahan tersebut

harus  ditetapkan  pengesahan  dari  Pengadilan  Agama  Selong  terlebih

dahulu;  

7. Bahwa  awal  mulanya  perselisihan/pertengkaran  terjadi  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  setelah  Penggugat  Hamil  kurang  lebih  7

(tujuh)  bulan,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  karena

Tergugat  bersifat  egois  yang  selalu  mementingkan  diri  sendiri,  sering

berkata  â€“  kata  kasar  dan  Tergugat  selalu  menelantarkan  Penggugat

sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;  

8. Bahwa selama Penggugat  berada dirumah orang tuanya Tergugat

tidak  pernah  menghiraukan  Penggugat  bahkan  Tergugat  tidak  pernah

datang  untuk  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  bahkan  sampai

Penggugat  melahirkan  anak  yang  pertama yakni  :  AISYAH ZAHRANI,

Tempat tanggal lahir, Kumbung Barat 11 Januari 2013;  
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9. Bahwa kurang lebih hampir  7,5 (tujuh koma lima) Tahun Tergugat

tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada  penggugat  bahkan  sampai

sekarang  pun  Tergugat  tidak  pernah  mengiraukan  Penggugat  sampai

anak kami masuk sekolah Paud, Tergugat tidak pernah memberikan uang

belanja apalagi sampai membelikan pakaian sekolah;  

10. Bahkan  selama  ini  Penggugatlah  yang  selalu  mencari  nafkah,

bahkan  Penggugat  sampai  ke  Luar  Negeri  (Malaysia)  mencari  nafkah

untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak;  

11. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab atas kebutuhan

Penggugat dan keluarga;  

12. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang

dihadapi,  Penggugat  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan  pihak

keluarga  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;  

13. Bahwa  dengan  sikap  dan  tabiat  Tergugat  tersebut,  Penggugat

merasa  menderita  lahir  batin,  sehingga  Penggugat  sangat  terpaksa

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk menceraikan

Tergugat;  

14. Bahwa  anak  hasil  dari  perkawianan  Penggugat  dengan  Tergugat

masih  dibawah  umur  maka  Penggugat  mohon  ditetapkan  sebagai

pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil  perkawinan

antara penggugat dengan tergugat;  

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Selong  cq.  Majelis

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Sel
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Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengambulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang

dilaksanakan  pada Tahun 2012  di Kabar, Desa Kabar, Kecamatan Sakra,

Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka perceraian;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (SUPARDI  BIN  H.

LUKMAN  HADI)  terhadap  Penggugat  (NIRWANA  SARI  BINTI

BADARUDIN);  

4. Menyatakan  anak  hasil  dari  perkawianan  Penggugat  dengan

Tergugat yang masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara penggugat dengan tergugat;  

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  seluruh biaya

yang  timbul  dalam  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku, 

SUBSIDAIR

Atau apabila ketua pengadilan Agama selong C.q majelis hakim berpendapat

lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat

telah datang menghadap sendiri di persidangan;
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Bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik; 

Bahwa  Penggugat  menyatakan  telah  membuat  kesepatan  dengan

Tergugat  terkait  materi  yang  ada  di  surat  gugatan,  sehingga  Penggugat

menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat

dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa   gugatan  Penggugat  termasuk  dalam  sengketa

bidang  perkawinan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  berdasarkan

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang

mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan

ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan  Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

di  Indonesia,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan
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Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan

kembali membina rumah tangga dengan baik; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menyatakan  telah

membuat kesepakatan di luar persidangan, sehingga Penggugat menyatakan

akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari

Tergugat  dapat  dilakukan  oleh  Penggugat  tanpa  persetujuan  dari  Tergugat,

sebagaimana  ketentuan  Pasal  271  Rv,  oleh  karenanya  permohonan

Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini

akan dibebankan kepada Penggugat; 

Menimbang  bahwa  untuk  tertibnya  administrasi  perkara  pengadilan

agama selong, maka diperintahkan kepada panitra untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku  dan

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  Permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1564/Pdt.G/2 019/PA.Sel dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara 

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1564/Pdt.G/2019/PA.Sel
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3. Membebankan  Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);  

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Selong pada hari  Rabu tanggal  22 Januari  2020 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  26  Jumadil  Awwal  1441 Hijriah,  oleh  kami

ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I.,

M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri  oleh  para  hakim  Anggota  serta  H.  Sahmun,  SH.  sebagai  panitera

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat  dan  Tergugat ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 195.000,00

-  PNBP Relaas : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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